BAB IV

PENUTUP
A. Simpulan
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Bentuk- bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan Pengkajian
	b. Melakukan Penelitian
	c. Menyelenggarkan Penyuluhan 
	d. Melakukan Mediasi 
		Undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa Komnas HAM menjalankan empat fungsi utama, yaitu Melakukan pengkajian, melakukan penelitian, menyelenggarakan penyuluhan, dan melakukan mediasi. 
[bookmark: _GoBack]2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Untuk melaksanakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Padang. diantaranya adalah sebagai berikut:
	a.Keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang bersifat non-eksekutorial, b. Regulasi dan Kebijakan
	c. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya.
3. 		Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang diantaranya adalah sebagai berikut:
		a. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik, 
		b. Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan 
		c. Peningkatan Alokasi Anggaran dan Diversifikasi Sumber Pembiayaan. 

B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kota Padang, dalam melakukan penanganan permukiman kumuh hendaknya lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak. Setiap kebijakan penertiban, penataan, atau relokasi perlu dilakukan secara humanis, transparan, dan partisipatif, serta disertai dengan penyediaan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris yang lebih luas atau membandingkan penanganan permukiman kumuh di daerah lain, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan penataan permukiman.
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